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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada dasarnya, Dewan Keamanan PBB gagal menegakkan 

prinsip R2P dalam konteks Palestina karena tidak mampu 

mengaktualisasikan spektrum tanggung jawabnya mulai dari 

kewajiban mencegah, merespons, hingga melakukan rekonstruksi 

pasca-konflik. Meskipun R2P dirancang sebagai mekanisme global 

untuk memastikan perlindungan populasi sipil dari empat kejahatan 

internasional berat, yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan 

terhadap kemanusiaan, serta kejahatan agresi, sebagaimana 

disinkronisasikan dalam penelitian ini dengan yurisdiksi Statuta Roma 

implementasinya di Palestina justru mengalami kelumpuhan 

fungsional dan stagnasi total. Kegagalan ini menunjukkan bahwa 

ketika pilar-pilar R2P berhadapan dengan tembok veto dan 

kepentingan geopolitik, norma perlindungan tersebut kehilangan daya 

paksa yuridisnya dan tereduksi menjadi sekadar retorika moral yang 

tumpul. 

Dominasi politik negara-negara anggota tetap, khususnya 

Amerika Serikat, secara konsisten memveto resolusi yang berpotensi 

menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Akibatnya, 

tindakan DK PBB cenderung bersifat deklaratif, bukan operasional, 
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sehingga tidak pernah mencapai tingkat intervensi yang seharusnya 

dilakukan oleh DK berdasarkan mandat Bab VII Piagam PBB. Hal ini 

menunjukkan bahwa hak veto telah berubah dari mekanisme checks 

and balances menjadi instrumen politik yang menghambat aktivasi 

R2P. 

Inkonsistensi dan standar ganda terlihat jelas ketika 

membandingkan respons DK PBB terhadap konflik Ukraina dan 

Palestina. Respons cepat dan koheren terhadap Ukraina berbanding 

terbalik dengan sikap ambigu dan lambat terhadap kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang berlangsung di Gaza. Kontradiksi ini mempertegas 

bahwa upaya penegakan R2P oleh DK PBB dalam kasus Palestina 

bersifat inefektif, inkonsisten, dan dipengaruhi kepentingan geopolitik. 

Secara keseluruhan, DK PBB tidak menegakkan R2P secara 

efektif dalam konflik Palestina karena: 

1. Tidak mengambil tindakan preventif maupun coercive 

measures yang signifikan. 

2. Tidak mampu menghasilkan resolusi mengikat akibat veto 

politik. 

3. Tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin perlindungan 

sipil sesuai Piagam PBB. 

4. Menghasilkan respons yang diskriminatif secara politik 

terhadap isu HAM internasional. 
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Tantangan penerapan R2P oleh DK PBB sangat dipengaruhi 

oleh dua faktor utama: tantangan struktural-institusional dan tantangan 

normatif-geopolitik. Secara struktural, hak veto merupakan hambatan 

terbesar. Dominasi politik P5 membuat DK PBB rentan disandera oleh 

kepentingan sepihak, sehingga inisiatif untuk menghentikan kekerasan 

tidak pernah mencapai konsensus. Dalam konteks Palestina, Amerika 

Serikat telah menjadikan veto sebagai alat untuk mengamankan 

kepentingan geopolitiknya dan aliansinya dengan Israel, yang 

berdampak langsung pada stagnasi diplomasi dan minimnya tindakan 

koersif. 

Dalam aspek normatif, ambiguitas antara kedaulatan negara 

dan intervensi kemanusiaan juga menghambat penerapan R2P. 

Beberapa negara masih memandang R2P sebagai doktrin intervensi 

yang berpotensi melanggar prinsip non-intervention, sehingga 

resistensi politik menguat di luar konteks moralitas HAM universal. 

Situasi ini diperburuk oleh absennya mekanisme enforcement R2P 

yang bersifat mengikat. 

Terdapat peluang signifikan untuk menguatkan penerapan R2P 

di Palestina. Pertama, Majelis Umum PBB melalui mekanisme 

Uniting for Peace berpotensi mengambil alih fungsi moral DK PBB 

ketika terjadi deadlock veto, sebagaimana tercermin dalam Resolusi 

ES-10/22 yang menekan gencatan senjata kemanusiaan. Secara 

yuridis, Majelis Umum tidak memiliki kewenangan untuk 
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membatalkan atau menggantikan keputusan Dewan Keamanan karena 

Pasal 24 dan 25 Piagam PBB menegaskan bahwa tanggung jawab 

utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional berada 

pada Dewan Keamanan. Namun demikian, melalui Resolusi 377A 

(“Uniting for Peace”) dan mekanisme sidang darurat khusus, Majelis 

Umum dapat mengambil tindakan kolektif ketika Dewan Keamanan 

gagal bertindak akibat penggunaan hak veto. Dengan demikian, peran 

Majelis Umum bersifat komplementer dan korektif, bukan substitutif, 

terhadap fungsi Dewan Keamanan. Kedua, ICC dapat mendorong 

akuntabilitas melalui investigasi kejahatan perang di wilayah 

Palestina. Ketiga, perkembangan geopolitik terbaru, termasuk 

dinamika Deklarasi New York 2025 terkait Two-State Solution, 

membuka ruang baru untuk menekan DK PBB agar lebih konsisten 

dalam kerangka perlindungan sipil. 

Mobilisasi masyarakat sipil global melalui kampanye seperti 

BDS menunjukkan bahwa tekanan transnasional dapat menjadi 

kekuatan korektif terhadap stagnasi diplomasi formal. Dengan 

demikian, peluang penerapan R2P tetap ada, meski sangat bergantung 

pada reformasi struktural DK PBB dan peningkatan legitimasi badan-

badan internasional pendukung seperti Majelis Umum PBB dan ICC. 
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B. Saran 

Adapun saran yang telah penulis konstruksikan berdasarkan 

hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Perlu adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak 

veto oleh anggota tetap DK PBB, khususnya dalam kasus 

kejahatan berat terhadap kemanusiaan. 

2. Majelis Umum harus dioptimalkan sebagai alternatif legitim dalam 

mengambil tindakan kolektif bila DK PBB gagal bertindak akibat 

veto politik. 

3. R2P perlu dipertegas implementasinya melalui instrumen hukum 

internasional agar tidak menjadi norma simbolik tanpa daya paksa. 

4. Negara-negara harus berpartisipasi dalam memperkuat dukungan 

terhadap ICC dan lembaga HAM internasional lainnya untuk 

memastikan akuntabilitas pelaku kejahatan kemanusiaan. 

5. Gerakan transnasional seperti kampanye boikot dan advokasi 

HAM perlu diperkuat untuk memberikan tekanan moral dan politik 

terhadap aktor negara yang melanggar HAM. 
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